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ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa atas proses 

pemungutan dan pengembalian bea masuk sebagai akibat tindakan 
antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, serta 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 29 
ayat (4), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), Pasal 62 ayat (4), dan Pasal 83 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Tindakan 
Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan 
Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan 
lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 36120 sebagaimana telah 

diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661); PP 
No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN 5225). 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Terhadap barang impor selain dikenai Bea Masuk dapat dikenai Bea Masuk 

Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. 
Dalam hal barang impor dikenai.Tindakan Sementara, terhadap barang impor 
dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk 
Imbalan Sementara. 
Dalam hal barang impor dikenai Tindakan Pengamanan sementara, terhadap 
barang impor dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 
sementara. Barang impor yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk 
Antidumping, Bea Masuk. Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea 
Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk 
Tindakan Pengamanan sementara, meliputi barang impor yang dibebaskan 
sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang 
Kepabeanan. 
Barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang 
lain dengan tujuan untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk 
dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping 
Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk 
Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan. 
Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat ditangguhkan 
dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, 
Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan 
Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara. 
 



CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal diundangkan 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2015. 
 


